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BUPATI ACEH TENGAH

Bahwa untuk lebih meningkatkan pelaksanaan tugas dan
kewajiban pemerintah kampung agar mencapai daya
guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya sesual
dengan perkembagan pemerintahan dan pembangunan,
maka dalam rangka pelaksanaan Pasal 107 Undang-
undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahar
Daerah, dipandang perlu mengatur anggaran pendapatan
dan belanja kampung;

Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas, perlu
dibentuk badan pemerintahan kampung dengan suatu
Peraturan Daersh.

Undang-undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten
dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara jo.
undang-undang Nomor 4 ‘tahun 1974 tentang
Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara;
Undang-undang Nomer 22 Tahun 1999 tentang
Pernerintahan  Daerah (Lembaran Megara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3839};
Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang
Perimbangan  Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

Peraturan Pemerintah Nemor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenagan Provinsi sebagal
Daerah Ctonom;

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang
Tehnik ¥y an dangan dan
Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan
Pemerintah dan Rancagan Keputusan Presiden;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Momor 4 Tahun 1899
tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menterl Dalam
Negerl, Keputusan Menterl Dalam Negerl dan Intruksi
Menteri Dalam Negeri Mengenai Pelaksanaan Undang-
undang Momor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan
Desa;
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7. Keputusan Menteri Dalam Megeri Nomor 63 Tahun 1999
tentang Petunjuk Pelaksanaan dan  Penyesuaian
Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
dan Kelurahan;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999
tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH TENTANG
PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KAMPUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah inl yang dimaksud dengan :

a. Pemerintah pusat selanjutnys disebut pemeritah, adalah Perangkat
Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b. Pemerintah Provins! adalah Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Aceh;

c. Kepala Daerah adalah Bupati Aceh Tengah;

d. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Aceh Tengah;

e. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah
Otonom yang lain sebagai Badan Eksekut/f Daersh;

f. Camat adalah Perangkat Daerah kabupaten Aceh Tengah yang wilayah
kerjanya meliputi kampung yang bersangkutan;

g. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki
kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat
setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang
diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah;

h. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dan Perangkat

Kampung;

Pemerintahan Kampung adalah kegiatan pemerintahan yang

dilaksanakan oleh Pemetintah Kampung dan Badan Perwakilan

Kampung;

j. Badan Perwakilan Kampung adalah yang selanjutnya disebut BPK
dengan nama lain adalah perwakilan yang terdiri darl pemuka-pemuka
masyarakat di kampung yang berfungsi menganyomi adat istiadat,
membuat peraturan kampung, menampung dan menyalurkan aspirasi
masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan
pemerintahan kampung;

k. Peraturan Kampung adalah semua peraturan yang ditetapkan oleh
Kepala Kampung bersama-sama dengan BPK;

1. Pengawasan........



adalah yang oleh BPK terhadap
pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah kampung; -

. Anggaran Pendapatan Belanja Kampung selanjutnya disebut APEK

adalah rencana operasional tahunan dari program pemerintah dan
pembangunan kampung yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam
angka-angka rupiah, yang mengandung perkiraan target pendapatan
dan perkiraan batas tertingai belanja.

BAB II
PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA KAMPUNG (APBK)

Bagian Pertama
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung

Pasal 2

Setlap menjelang awal tahun anggaran baru Bupati memberikan pedoman
penyusunan APEK kepada Pemerintah Kampung dan BPK,
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Bagian Kedua
Bentuk dan Susunan Anggaran Kampung

Pasal 3

APBK merupakan satu kesatuan yang terdiri atas baglan penerimaan
dan bagian pengeluran;

Bagian pengeluran terdiri dari pengeluran rutin dan pengeluaran
pembangunan;

Penerimaan dan pengeluran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
terdiri dari pasal-pasal sebagaimana tercantum dalam lampiran I,I1a
dan 1Ib.

Baglan Ketiga
Penetapan dan Pengelolaan APBK

Pasal 4

APB Kampung ditetapkan setiap tahun anggaran dengan peraturan
kampung, selambat-lambatnya tiga bulan setelah ditetapkan APBK
Kabupaten;

Peraturan kampung dimaksud dalam ayat (1) agar disampaikan
kepada Bupat! paling lambat (15) lima belas harl setelah ditetapkan
dan tembusan disampalkan kepada Carnat.

Bagian Keempat....
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Baglan Keempat
Perubahan Anggaran Kampung

Pasal 5

Apablla dalam tahun anggaran yang bersangkutan terjadi perubahan baik
pendapatan maupun belanja maka kepala kampung bersama-sama BPK
diharuskan membuat perubahan anggaran baik secara menyeluruh atau
sebagian :

(1) Perubahan APB Kampung ditetapkan dengan peraturan kampung;

(2) Penetapan peraturan ayat (1)
dilakukan segera setelah anggaran pendapatan dan belanja
kabupaten ditetapkan.

Pasal 6

Bentuk peraturan kampung mengenal perubahan APB  Kampung
sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (3) poin1,23,4,56, 78 dan
9.

Baglan Kelima
Perhitungan Anggaran Kampung

Pasgal 7

(1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhimya tahun
anggaran, Kepala Kampung wajlb menetapkan Peraturan Kampung
tentang perhitungan anggaran pendapatan dan belanja kampung;

(2) Peraturan Kampung dimaksud ayat {1} disampaikan kepada Bupatl
selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah ditetapkan dan
tembusannya disampaikan kepada Camat.

Pasal 8

Bentuk peraturan kampung mengenai perhitungan APB  Kampung
sebagaimena diatur Pasal 3 ayat (3).
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BAB I
PELAKSANAAN ANGGARAN KAMPUNG

Pasal &

(1) Pelaksanaan APB Kampung dilakukan berdasarkan pada prinsip
hemat terarah dan terkendali sesual dengan rencana
prog giatan pemerintah

(2) Pelaksanaan administrasi keuangan APS Kampung dilakukan oleh
bendaharawan yang diangkat oleh kepala kampung dengan
persetujuan BPK;

(3) Pelaksanaan APB Kampung dilaksanakan dengan keputusan kepala
kampung.

Pasal 10

Setiap penerimaan dan  pengeluaran kampung harus mendapat
persetujuan dar kepala kampung.

Pasal 11

Setiap penerimaan dan pengeluaran anggaran dicatat oleh bendaharawan
kampung di laporkan seminggu sekall kepada kepala kampung. >

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka semua ketentuan yang
mehgatur tentang penyusunan APBK dan ketentuan-ketentuan lain yang
diatur dalam perda kabupaten Aceh Tengah atau peraturan lain yang
sederajat dinyatakan tidak berlaku lagl.

Pasal 13

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang
mengenai pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

Pasal 14.



Pasal 14

Pperaturan Daerah ini mulal berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat winya, 1 gan
peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Aceh Tengah.

biundangkan di Takengon
Pada tanggal 9 Agustus 2001

it R
Pembina TK. I/Nip. 010 055 248

LEMBARAMN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH
TAHUN 2001 NOMOR 25
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